LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT 11
PANGKALPINANG

SERI: B TAHUN 1999 NOMOR: 4

PERATURAN DAERAII KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
PANGKALPINANG

NOMOR : 17 TAWUN 1998
FENTANG
RETRIBUSI RULAX POTONG HEWAN
DENGAN RAHIMAT TUHAN YANG MARA ESA
WALIKOTAMADYA KisPALA DAERAK TINGKAT 1I PANGKALPINANG.

Menimbang : a, bahwa retribusi daerah merupakan pendapa
tan daerah yang penting guna - membiayadl
penyelenggaraan Pemerintahan dan pemba -
ngunan untuk memantapkan otonomi daerah
yang nyate, dinamis, serasi dan bertang-
gung jawab dengan titik berat pada dae-
reh tingkat II.

b. bahwa Retribusi Rumah Potong Mewan yang
dogolongkan sebagai retribusi jasa usaha
adalah merupakan kewenangan Pemerintah
Daerah Tingkat II.

c. bashwa untuk pemungutan retribusi sebagai
mana dimaksud pada huruf b, diatas perlu
diatur dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : l. Undeng-undang Nomor 28 Tahun 1959tentang
Pembentukan Daeralr Tk II dan -Kotapraja
di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Re-
publik Indonesia Tahun 1959. Nomor in 73,
Tambzhan lembaran Negara Bepublik Indo -
nesia Nogor 1913).
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Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang
Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lemba —
ran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No
mor 38, Tambahan Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomor 3037).

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Mukum Acara Pidana (Lembaran Negara Repub -
lik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, tambahan
Lemb;n:an Negara Republik Indonesia Nomox:
3209).

Undang~undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang
Pajak Daerah dan Rétribusi Daexrah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indo—
dia Nomor 3693).

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983
tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8
Tahun 1981 tentang Nukum Acara Pidana (Lem-
baran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomoxr 6, Tembahan Lembaran Negara Republik-
Indonesia Nomoxr 3258),

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983
tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lem
baran Negara Republik Indonesia Tahun 1983
Nomor s Tambahan Lembaran Negara Repub.~ .
1ik Indonesia Nomor . ’

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997
tentang Retribusi Daerah (Lembaran negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tam—
bahan lembaran Negara Republik Indonesia No
mor 3692),

Keputusan Menteri Dalam Negari Nomor 23 Ta~
hun 1986 tentang ketentuan Umum Penyidik
Pegawal Negeri Sipil di Lingkungan Pemerin-
tah Daerah Jo Keputusan Menteri Dalam Neges-
ri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pe -
gawal Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah
Daerah,

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Ta-
hun 1993 tentang Bentuk Pengesahan Peratu -
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ran Daerah Perubahan,

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun
1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Dae-
rah tentang Pajak Daeral} dan Retribusi Daerah,

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun
1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retri
busi Daerah, :

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun
1997 tentang Pedoman Teta Cara Pemeriksaan di
bidang Retribusi Daerah. ’ *

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun
1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis Retribusi
Daerah Tingkat I dan Daerah Tingket II.

Keputusan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Pang
kalpinang Nomor : 1 Tahun 1993 tentang Peratu -
ran Tata Tertid Dewan Perwakilen Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota -
madya Daerah Tingkat II Pangkalpinang,

MEMUTUSKAN

lMenetapkan : PERATURAN DAERAR KOTAMADYA DAERAK TINGKAT II

PANGKAIPINANG TLNTANG RETRIBUSI RUFAK POTONG
HEWAN,

ZAB I
KuTENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Pkpinang.

b

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya  Daerah

Tingkat II Pangkalpinang.
c. Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah TK II
Pangkalpinang.

d. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas textentu di
bidang retribusl Daerah sesuai dengan peraturan perun—

dang-undangan Daerah yang berlaku,
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Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi -
perseroan terbatas, perseroan Komanditer, perseroan
lainnya, badan usaha milik negara atau,daerah dengan
dan bentuk apapun, persekutuan, prerkumpulan, firma,
koperasi, kongsi, yayasan atau organisasi yang seje ~
nis, lembaga, dana rensiun, bentuk usaha tetap serta
bentuk badan usaha lainnya,

Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang
disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan prinsip- prin
sip komersial karena pada dasarnya dapat pula disedia~
kan oleh sektor swasta,

Retribusi Rumah Potong Hewan yang selanjutnya dapat di
sebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penye
diaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk
pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong, yang di
milik dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah,

Wa2jib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang
menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajib
kan untuk melakukan pembayaran retribusi,

Masa Retribusi adalah suatu Jangka waktu tertentn yang
merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk me-
manfaatkan fagilitas rumah pemotongan ternak,

Surat pendaftaran obyek Retribusi Daerah, yang selan -
Jutnya dapat disingkat SPDORD, adalah surat yang di
gunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data
obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar per
hitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menu -
rut peraturan perundang-undangan retribusi Daerah,

Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya da
pat disingkat SKR adalah Surat Keputusan yang menenti
kan besarnya jumlah retribusi yang terutang,

Surat Keputusan Kebenaran adalah surat keputusan atas
kebenaran terhedap SKRD atan dokumen lain yang dipersa
makan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib
Retribusi, ’ ;

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk memeaxri,
mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan -

lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan ke
wajiban retribusi Daerah berdasarkan peraturan perun —
dang-undangan retribusi Daerah,
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n. Penyidik Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah ada -
1ah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik
Pegawal Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut
Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang
dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang
Retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersang-
ka.

BAB 1T
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 2
Retribusi Rumsh Potong Mewan.
Pasal 3

(1) Obyek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas
rumaan potong hewan yang meliputi @

a. Penyewasn kandang (karantina).
. b, Pemeriksaan Kesehatan hewan sebelum dipotong.
c. Pemakaian tempat pemotongan. '
4. Pemakaian tempat pelayanan daging.
e. Pelayanan pengangkutan daging dan rumah poténg.

(2) Tidak termasuk obyek retribusi adalah pemeriksaan da-
ging dari daerah lain dan daging impor dan pelayanan-
rumah potong yang dikelola oleh perusahaan daerah dan
pihak swasta.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang
menggunakan Rumah Potong Mewan.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5

Retribusi Rumah Potong Hewan digolongkan sebagai retribu
si Jasa Usaha.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pagal 6
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Tingkat penggunean Jjasa diukur berdasarkan jenis pelayanan
dan jenis serta Jjumlah jernak yang akan dipotong.

BABV 2

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Pringip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya~
tarif retribusi didesarkan pada tujuan untuk memperoleh ke
untungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantag di
terimar oleh penguseaha sejenid yang beropersi secara efesi-
en dan beroreentasi pada harga pasar.

BaB VI
STRUKTUT DAN BESARNYA TARIF
Pasal 8

1) Besarnya tarif diteta; kan berdasarkan tarif pasar yang
D
berlaku diwilaysh Daerah.

2) Struktur dan besarmya tarif ditetapkan sebagai berikut
P-

Jenig Pelavanan Jenis Ternak Tarif
Pemeriksaan Kesehatan  Sapi/kerbau Rp.2.500,00/ekor
Ternak sebelum dipotong B a b i Rp.2,000,00/ ekor
Pasar Kelas I Kambing/Domba  Rp.2.000,00/ekor
Pemakaian kandang Sapi/kerbau Rp.1.500,00/ekor

Babi Rp.1.000,00/ekor
Kambing/Domba Rp.1.000,00/ekor
Pemakaian Tempat Sapi/Kerbau Rp.11.000,0/ekor
Pemotongan Babi Rp. 7.000,0/ekor
Kambing/Domba  Rp.7.000,00/ekor
Pemakaian Tempat Sapi/Kerbau . Rp.5.000,00/ekor
Pelayuan Daging Babi Rp.3.000500/ ekor

Kambing/Domba  Rp.3.000,00/ekor
Pemakaian Angkutan Rp.2.500,00/Kn
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BAB VII
WILAYAN PEMUNGUTAN
Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah Daerah ‘tempat
pelayanan penyediaan fasilitas rumsh potong hewan ternak
diberikan.

BAB VIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTAXNG
Pasal 10

Masa Retribusi untuk pemakaian kandang dan atau Pelayanan

daging adalah jangke waktu yang lamanya 1 (satu) hari -~
atau ditetapkan lain oleh Kepala Daerah.

Pasal 11

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya -
skrd.

BAB IX
SURAT PENDAFTARAN
Pagal 12
(1) Wajib Retribusi wajib mengisi SFDORD.

(2) SFDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi
dengan jelas, benar dan lengkap seria ditanda tangani
oleh wajib retribusi atau kuasanya.

(3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian
an SPAoRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetap
kan oleh Kepala Daerah.

BAB X
PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 13

Berdasarkan SPAoRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan
SKRD,

BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN
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Pasal 14
(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD,

BAB XII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15 ;

(1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi se-
kaligus. )

(2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaean -
retribusi diatur dengan keputusan Kepala Daerah,

BAB XIII
TATA CARA PENAGTHAN
Pasal 16
Retribusi terutang ditetapkan berdasarkan SKRD.
BAB XIV
KERINGANAN DAN PilMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 18

{1) Kepala Daerah dapat memberikan keringanan dan pembe -
basan retribusi,

(2) Pemberian Keringanan dan pembebasan retribusi sebagai
mana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan . antara
lain kepada Wajib Retribusi dalam rangka hajatan dan
kegiatan sosial lainnysa.

(3) Tata cara keringsnan dan pembebasan retribusi ditetap
kan oleh Kepala Daerah,
BAB XV
KADALUARSA PLNAGIKAN
Pasal 19

(1) ¥ak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluarsa -
setelah melampani jangka waktu 3 (tiga) tahun terhi -
tung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabi-
la wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang -
retribusi,.
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Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimeksud-
pada ayat (1) tertangguh apabila :

a. diterbitkan Surat Teguran, atau

b, ada pengekuan utang retribusi dan wajib retribusi
baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVI
KiTENTUAN PIDANA
Pasal 20

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban se
hingge merugikan keuangen Daersh diancem pidana kuru
ngan paling lama 6 (enam) bulan atan denda paling
banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.

Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pe-
langgaran,
BAB XVII
PENYIDIKAN
Pasal 21

Pejabat regawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan -
Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagal pe
nyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di
bidang retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Mukum Acara
Pidana,

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud peda ayat (1)
adalah :

a, Menerima, mencari; mengumpulken dan menelitd kete
rangan atau laporan berkenaan dengan tindak pida~
na dibidang retribusi daerah agar keterangan atau
laporan tersebut menjadi lengkap dan Jeles.

b, Feneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan me-
ngenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran
perbuatan yang dilalukan, sehubungan dengan tin
dak pidana retribusi daerah,

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pri

badi atau baden sehubungan dengan tindak pidana
dibidang retribusi daerah.
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Memeriksa buku-buku, cataten-catatan dan doku -
men-dokumen lain berkenasn dengan tindak pidana
dibidang retribusi daeral,

Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan
bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-—doku -
men lain, serta melakukan penyitaan terhadap ba
han bukti tersebut,

Meminta bantuan tenaga zhli dalam frangka pelak-
sanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang
retribusi daerah, !

Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang -
meninggalkan ruangan atan tempat pada saat peme
riksaan sedang berlangsung dan memeriksa identi
tas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagai~-
mana dimaksud pada huruf e.

Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak
pidana retribusi daerah,

Memanggil orang untuk didengar keterangamnya -
dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi,
Menghentikan penyidikan,

Melakukan tindaken lain yang perlu untuk kelan-
caran penyidikan tindak pidana dibidang retribu
8i daerah menurut hukum yang dapat dipertang -
gung jawabkan,

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memveri -
tahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil
‘penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ke-
tentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun
1981 tentang Nukum Acara Pidana,

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Daerah, maka Peraturan daersh
Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang Nomor 07 Tahun
1995 tentang Pemotongan Mewan, Usaha Pemotongan Xewan,
Penjualan Daging, Penanganan Daging Serta Nasil ikutannya
dan peraturzn pelaksanaannya dinyatakan dicabut dan tidak

berlaku lagi.,
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Pasal 23

Hal-hal belum diatur dalam Peraturan Daerazh ini, sepan =
jeng mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut -
Kepala Daerah.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini milai berlaku pada tanggal diundang
kan, Agar setiap orang dapat mengetahuinya, menerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam
Lembaran Daeranh Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang *
Propinsdi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di sPangkalpinang

DEWAN PERWAKILAN RAHYAT Pada tenggal : 25 =ll= 1998

DAERAN KOTAMADYA DAERAN
TK I PKPINANG,

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAR

KeTuA TINGKAT IT PANGKALPINANG,
Cap / Dto Cap / Dto
DRS, A MUDARNI RANI,SH DRS.K.SOFYAN REBUIN
DISAHKAN : DIUNDANGKAN :
i Dalam Lembaran Daerah Kodya
Dengan Keputusan Menteri . :
Dalam Negeri Republik Dati II Pangkalpinang
Indonesia
—— : 974'25 > Nomor : 4 Tahun 1999
Tanggal : 3 Mei 1999 Seri : B
Tanggal : 15 Juli 1999

Direktorat Jendral

Pemerintahan Umum dan Otonomi

Daerah Direktorat Pembinaan Sekretaris Kotamadya,
Fembinaan Daerah

Cap / Dto Cap / Dto

DRS.H.A.MERCHAN MUKTI
DRS. X AUS AR, 45 PEMBINA TK I
NIP,010049172.



